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KATA PENGANTAR

Puji Syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, yang atas
perkenan-Nya para peneliti Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI
(Puslit BK DPR RI) dapat menyelesaikan tulisan ilmiahnya tentang:
HAKIM: Antara Pengaturan dan Implementasinya, yang merupakan
basil penelitian yang dilakukan oleh Tim Peneliti Hukum Pusat
Penelitian BK DPR RI pada Tahun 2016 terkait dengan Implementasi
Pengaturan Profesi Hakim yang dilakukan di Provinsi Jambi dan Bali.

Buku ini berisi mengenai beberapa analisis terkait dengan
implementasi pengaturan profesi hakim khususnya terkait dengan
dualisme status dan kedudukan hakim, implementasi hak dan
kewajiban hakim sebagai pejabat negara, implementasi manajemen
profesi hakim, pembinaan dan konsep pendidikan dan pelatihan
hakim, dan pengawasan profesi hakim. Buku ini merupakan basil
pemikiran ilmiah atau akademis dari beberapa aspek bidang, meliputi
bidang Hukum Tata Negara, Hukum Perdata, dan Hukum Pidana.
Buku ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam
pembentukan suatu peraturan perundang-undangan dan juga dapat
berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan pengembangan
keahlian diri dan karier masing-masing peneliti. Di samping itu, buku
ini diharapkan dapat bermanfaat bagi Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) pada Kkhususnya dalam
melaksanakan fungsi, tugas, dan kewenangannya serta memberikan
pemahaman kepada masyarakat untuk dapat memahami lebih jauh
berbagai Hukum Tata Negara, Hukum Perdata, dan Hukum Pidana
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khususnya terkait pembentukan peraturan perundang-undangan
yang berkaitan dengan profesi hakim.

Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih kepada para
peneliti Bidang Hukum puslit BK DPR RI yang telah berupaya
menuangkan pemikirannya dalam buku ini dan mendorong agar di
masa mendatang dapat menghasilkan buku-buku lain.

Jakarta, November 2017

Dr. Indra Pahlevi, S.IP, M.Si
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PROLOG

Buku yang berjudul Hakim: Antara Pengaturan dan
Implementasinya merupakan hasil karya ilmiah dari para peneliti
bidang hukum di Pusat Penelitian Badan Keahlian dan Sekretariat
Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (BK - Setjen
DPR RI). Buku ini merupakan pengejawantahan dari penelitian dari
peneliti bidang hukum tahun 2016 yang dilakukan di Provinsi Jambi
dan Provinsi Bali. Penelitian merupakan salah satu tugas dan fungsi dari
para peneliti, dan hasil penelitian tersebut dapat ditulis kembali oleh
para peneliti dalam sejumlah karya tulis ilmiah (KTI) termasuk dalam
buku ini. Konsekuensi dari penulisan kembali dari hasil penelitian,
maka metode penulisan dalam buku ini telah disesuaikan dengan
metode penulisan sebagai buku sebagai salah satu KTI, sehingga
pembabakan penulisan dalam buku ini ditulis dalam pembabakan
yang sama oleh para penulisnya.

Para penulis dalam buku ini membagi ide penulisan dalam
berbagai kriteria. Adapun ide ini muncul dari adanya sebuah implikasi
dari aturan yang mengatur profesi hakim. Pembagian ide dilakukan
berdasarkan status hakim, hak dan kewajiban hakim, manajemen
hakim, pembinaan hakim, dan pengawasan hakim. Melalui buku ini
para penulis mencoba membandingkan antara pengaturan dengan
implementasinya di lapangan. Bagaimana seorang hakim diperlakukan
oleh negara dalam rangka melaksanakan fungsi, tugas, dan tanggung
jawabnya.

Profesi seorang hakim yang diatur dalam berbagai peraturan
perundang-undangan saat ini belum memenuhi ketentuan yang ada.
Pengaturan yang ada saat ini dirasakan bagi seorang hakim sangatjauh

Vi
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antara aturan dan harapan dengan kenyataan yang diperoleh seorang
hakim. Buku ini mengulas dari berbagai sudut pandang, mulai dari
profesi hakim itu sendiri sampai dengan kesejahteraan yang diperoleh
seorang hakim.

Pengulasan dalam berbagai substansi yang terdapat dalam buku
ini dapat memberikan sebuah gambaran bahwa terdapat perbedaan
yang signifikan antara pengaturan bagi seorang hakim dengan aturan
yang melekat bagi anggota eksekutif dan legislatif. Padahal pembagian
kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikiatif sudah secara jelas
diatur dalam UUD Tahun 1945. Pembagian ini juga seharusnya diikuti
dengan kesetaraan antar lembaga yang duduk dalam kekuasaan
tersebut.

Dalam buku ini, peneliti mengulas berbagai peraturan
yang mengatur tentang seorang hakim, baik itu fungsi, tugas, dan
tanggung jawabnya. Adapun buku ini merupakan hasil penelitian yang
didapatkan baik itu secara praktik empiris maupun secara yuridis
yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Tulisan pertama
yang ditulis oleh Novianto M. Hantoro mengkaji “Dualisme Status dan
Kedudukan Hakim”. Tulisan ini menganalisis adanya sebuah dualisme
pengaturan bagi seorang hakim yaitu sebagai PNS dan Pejabat Negara.

Peneliti mengungkapkan bahwa dualisme status dan
kedudukan hakim terjadi karena di satu sisi beberapa undang-
undang telah menyebutkan hakim sebagai pejabat negara, namun di
sisi lain dalam praktik dan peraturan pelaksanaan di bawah undang-
undang, status dan kedudukan hakim masih seperti PNS. Hal tersebut
dapat dilihat dari adanya pangkat, jabatan, dan golongan ruang yang
identik dengan PNS dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun
2002 tentang Kenaikan Jabatan dan Pangkat Hakim dan Peraturan
Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja
Pegawai Negeri Sipil yang di dalamnya mengatur pula mengenai
Hakim.

vii

09-Yan-Hakim.indd 8 3/15/2018 12:13:51 PM



Prolog

Adanya dualisme ini mengkibatkan pertama adanya pertaruhan
independensi hakim atau kekuasaan kehakiman yang merdeka.
Kekuasaan kehakiman yang merdeka tidak hanya bisa diselesaikan
melalui masalah kelembagaan, yaitu penyatuatapan pembinaan di
bawah Mahkamah Agung, namun juga harus dengan memperijelas
status dan kedudukan hakim agar tidak lagi bernuansa sebagai PNS,
karena secara tidak langsung akan mempengaruhi pola-pola kinerja
birokratis sebagaimana aparatur pemerintah. Kedua, Ketidakjelasan
status hakim berpengaruh pada masalah kesejahteraan yang juga
dapat berimplikasi pada kinerja. Mengalihkan status hakim dari
semula PNS menjadi pejabat negara, tidak serta merta menjadikan
kesejehteraan hakim meningkat seperti pejabat negara.

Tulisan kedua ditulis oleh Monika Suhayati yang berjudul
“Implementasi Hak Dan Kewajiban Hakim Sebagai Pejabat Negara”.
Tulisan ini mengulas bahwa pengaturan hak dan kewajiban hakim telah
diatur dalam berbagai undang-undang dan peraturan pelaksanaannya,
antara lain UU Kekuasaan Kehakiman, UU Peradilan Umum, UU
Peradilan Agama, UU Peradilan Tata Usaha Negara, PP No. 94 Tahun
2012, dan Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial
Nomor 02/PB/MA/1X/2012 dan Nomor 02/PB/PKY/09/2012.

Dalam pelaksanaannya, hak dan kewajiban sebagai pejabat
negara tidak seimbang. Hakim dituntut kewajiban yang sangat
banyak, sementara hak yang diperoleh hakim sebagai pejabat negara
yang baru terealisasi adalah perbaikan tunjangan jabatan bagi hakim
karier. Permasalahan yang dialami hakim di daerah antara lain sistem
penggajian yang masih seperti ASN, besaran uang pensiun yang sangat
kecil, masih kurangnya anggaran untuk pengawasan, tidak mendapat
tunjangan cuti untuk pulang-pergi ke homebase hakim, masih minim
atau bahkan belum memperoleh fasilitas perumahan, transportasi,
dan kesehatan, belum memperoleh protokoler selaku pejabat negara.

Tulisan ketiga ditulis oleh Denico Doly yang mengulas
mengenai “Implementasi Manajemen Profesi Hakim” Peneliti
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mengungkapan bahwa pengaturan terkait dengan pengangkatan dan
pemberhentian seorang hakim saat ini masih menjadi permasalahan,
hal ini dikarenakan masih adanya pengelolaan jabatan seorang hakim
yang mempunyai dua status yaitu sebagai pejabat negara dan pegawai
ASN. Hal ini tentu saja tidak sesuai dengan prinsip trias politica yang
seharusnya pembagian kekuasaan itu diikuti juga dengan kemandirian
kepegawaian dan kemandirian anggaran. Hal ini belum terjadi di
Indonesia, masih adanya campur tangan pihak eksekutif dalam sistem
organisasi di lembaga yudikatif dan legislatif.

Tulisan keempat yang ditulis oleh Prianter Jaya Hairi dengan
judul “Pembinaan dan Konsep Pendidikan dan Pelatihan Hakim”.
Peneliti mengungkapkan bahwa pembinaan hakim terhambat dengan
minimnya sarana dan prasarana pendidikan hakim, serta persoalan
anggaran yang memadai untuk pelaksanaan pendidikan hakim
tersebut. Kurangnya anggaran yang tersedia membatasi kesempatan
bagi hakim untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan, serta diklat-
diklat spesialisasi hakim.

Masalah minimnya anggaran dan kesempatan pendidikan
dan pelatihan hakim ini sudah semestinya mendapat perhatian
serius seluruh pemangku kepentingan. Pendidikan hakim secara
berkesinambungan harus dipandang sebagai hak seorang hakim.
Persoalan ini sedang diupayakan pemecahannya dengan penerapan
data terpusat, agar dapat menyempurnakan sistem pelaporan dan
pertimbangan dalam pengambilan keputusan manajemen strategis,
seperti rekrutmen, promosi, mutasi, pendidikan dan pelatihan, serta
prioritas penganggaran.

Tulisan kelima yang ditulis oleh Harris Y.P. Sibuea yang
berjudul “Pengawasan Profesi Hakim” mengungkapkan bahwa Fungsi
pengawasan merupakan salah satu faktor kunci untuk mengembalikan
kepercayaan publik kepada pengadilan. Mekanisme pengawasan
atas profesi hakim dilakukan oleh 2 (dua) lembaga yakni Mahkamah
Agung secara keseluruhan bersifat internal dan Komisi Yudisial
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secara eksternal melakukan pengawasan berdasarkan Kode Etik dan
Pedoman Perilaku Hakim serta laporan dari masyarakat. Implementasi
pengawasan atas profesi hakim secara umum masih terdapat dualisme
fungsi pengawasan antara Mahkamah Agung dengan Komisi Yudisial.
Untuk menghindari ego sentris antar lembaga lebih baik antar kedua
lembaga bekerja selaras dan seimbang berdasarkan konsep checks
and balances terkait pengawasan terhadap hakim.

Editor

xi
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EPILOG

Indonesia merupakan negara yang berdasarkan atas hukum
(Rechsstaat) dan bukan berdasarkan kepada kekuasaan belaka
(Machsstaat). Pengaturan berkaitan terkait dengan profesi hakim
merupakan pengaturan yang secara hakiki diamanatkan dalam UUD
Tahun 1945. Pengaturan terkait dengan prosesi hakim ini harus
diimbangi dengan implementasi yang ada. Seorang hakim harus
diperlakukan oleh negara sebagaimana negara memperlakukan
orang-orang yang berada pada kekuasaan eksekutif maupun legislatif.
Perbedaan hanya dapat dilakukan berdasarkan fungsi, tugas,
dan kewajiban dari masing-masing kekuasaan itu saja dan bukan
membedakan fasilitas atau hak dan kewajiban dari pejabat yang
memangku jabatan pada kekuasaan tersebut.

Proses penelitian yang dilakukan oleh Peneliti BK - Setjen DPR
RI ini telah mengungkapkan bahwa terdapat perbedaan perlakukan
negara terhadap para hakim yang mengemban tugas sesuai dengan
amanat UUD Tahun 1945. Penelitian ini mengungkapkan bahwa
pengaturan terkait dengan profesi hakim masih sangat jauh dengan
kenyataan yang ada. Kehidupan seorang hakim tidak dapat dikatakan
sebagai seorang yang layak disebut sebagai pejabat negara menjadi
cerminan bahwa terdapat jurang yang sangat jauh perlakukan dengan
pejabat negara lainnya. Carut marut pengaturan seorang hakim
ini mengindikasikan bahwa terdapat keengganan negara dalam
mensejahterakan seorang hakim. Seorang hakim dituntut untuk
mandiri dalam setiap keputusannya, akan tetapi dalam menjalankan
profesinya seorang hakim seakan dapat diintervensi oleh sebuah
kekuasaan.

201
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Kelima penulis telah membuktikan bahwa terdapat perbedaan
yang mencolok antara aturan dengan implementasinya. Oleh karena
itu, diperlukan sebuah upaya yang secara signifikan merombak dan
mengatur kembali aturan-aturan yang sudah berlaku saat ini. RUU
Jabatan Hakim merupakan salah satu tujuan dari adanya penelitian ini.
RUU Jabatan Hakim diharapkan dapat menuntaskan permasalahan-
permasalahan yang selama ini terjadi bagi seorang hakim.

Akhir dari penulisan ini adalah adanya dua pesan moral bagi
pembaca, pemerintah pusat, DPR sebagai lembaga Negara pembuat
UU, dan penulis yang merupakan para peneliti. Pesan moral bagi
pembaca, yaitu perlunya memperlakukan seorang hakim yang secara
profesional diperlakukan mandiri dalam pengambilan keputusan.
Seorang hakim memegang peranan penting dalam proses penegakan
hukum di Indonesia. Oleh karena itu, perlu adanya sebuah kepercayaan
penuh masyarakat kepada seorang hakim yang mengemban tugas.
Pesan moral bagi pemerintah pusat dan DPR RI, hendaknya dalam
membuat regulasi Negara dalam bentuk UU, perlu dilakukan melalui
kajian dan penelitian mendalam dan bukan berdasarkan kepentingan
sesaat. Sementara itu pesan moral bagi penulis yang juga merupakan
para peneliti, adalah perlunya penelitian lanjutan (time series
research) mengingat seringnya berubah regulasi Negara menyebabkan
penerapan atau implementasinya berbeda dengan apa yang diatur.
Oleh karena itu, setelah diundangkannya RUU Jabatan Hakim perlu
dilakukan penelitian kembali, apakah RUU Jabatan Hakim tersebut
sudah dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang saat ini
terjadi. Dengan demikian hasil penelitian mendatang dapat menjadi
sumbang pemikiran kritis kepada pemerintah pusat dan DPR untuk
dapat mengetahui sejauh mana efektivitas dari UU yang telah dibuat
oleh pemerintah pusat dan DPR RI.

editor
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